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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier, profesionalisme dan 

peningkatan kinerja organisasi serta guna memenuhi 

kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan 

Makanan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 

ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 

tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam 

Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing, 

perlu menetapkan Tata Cara Pengangkatan Pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi 

dan Makanan melalui Penyesuaian/Inpassing; 

b.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tata 
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Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 

Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori 

Keahlian melalui Penyesuaian/Inpassing di Lingkungan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2007 tentang 

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Obat dan 

Makanan; 

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);  

5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1714);  

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 

Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962); 

7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Uji 

Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas 

Farmasi dan Makanan di Lingkungan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1362); 

8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi 
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Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan 

Makanan Tingkat Keahlian (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1364); 

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan 

Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 

HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan 

Makanan; 

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 48/KEP/M.PAN/8/2002 Tahun 2002 tentang 

Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan 

Angka Kreditnya; 

11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor KP.04.04.243.1056 Tahun 2003 tentang Petunjuk 

Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas 

Farmasi dan Makanan dan Angka Kreditnya; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN 

MAKANAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI 

NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS 

FARMASI DAN MAKANAN KATEGORI KEAHLIAN MELALUI 

PENYESUAIAN/INPASSING DI LINGKUNGAN BADAN 

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat 
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tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara 

secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu. 

3. Pengawas Farmasi dan Makanan adalah PNS yang diberi 

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh 

untuk melaksanakan kegiatan teknis fungsional 

pengawasan Sediaan Farmasi, Produk Biologi, Suplemen 

Makanan, dan Bahan Berbahaya dan Makanan. 

4. Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian 

adalah Pengawas Farmasi dan Makanan yang memiliki 

kompetensi dan kualifikasi profesional yang pelaksanaan 

tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu 

pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang 

pengawasan farmasi dan makanan. 

5. Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS 

dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan 

organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan dalam jangka waktu tertentu. 

6. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai 

kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. Pejabat Pelaksana adalah pegawai ASN yang bertanggung 

jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta 

administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

8. Pengawas adalah pegawai ASN yang bertanggung jawab 

mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan 

oleh pejabat pelaksana. 

9. Administrator adalah pegawai ASN yang bertanggung 

jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan 

pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan 

pembangunan. 
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10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan 

dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang 

harus dicapai oleh Pengawas Farmasi dan Makanan 

dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 

11. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka 

kredit minimal yang harus dicapai oleh pejabat 

fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagai 

salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan. 

12. Uji Kompetensi adalah proses uji aspek pengetahuan, 

keterampilan, sikap kerja, dan bukti fisik yang relevan 

untuk menentukan kompetensi bagi Pengawas Farmasi 

dan Makanan sesuai dengan standar kompetensi teknis 

Pengawas Farmasi dan Makanan.  

13. Portofolio adalah kumpulan hasil karya dari seorang 

calon Pengawas Farmasi dan Makanan sebagai hasil 

pelaksanaan tugas kinerja di bidang pengawasan farmasi 

dan makanan. 

14. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan. 

 

BAB II 

PERSYARATAN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

 Pasal 2 

PNS yang dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas 

Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian di lingkungan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan melalui Penyesuaian/Inpassing, 

yaitu: 

a. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang 

pengawasan farmasi dan makanan; 

b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai 

dengan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi 

dan Makanan dan telah mendapatkan kenaikan pangkat 

setingkat lebih tinggi; dan 
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